Pengantar
Cara melawan kemiskinan selama ini lebih banyak ditekankan pada upaya peningkatan ketrampilan dan seruan berzakat. Umat Islam banyak yang lupa, bahwa Islam juga memberikan pencerahan dan visi yang jelas tentang bagaimana sebuah kepemimpinan (di antaranya pada level negara) harus diperuntukkan sebesar-besarnya manfaat bagi warga negara. Dalam konteks ini, Islam menitipkan persoalan kemiskinan dan keadilan sosial yang lain agar ditangani oleh negara secara adil.

Karena itu, sudah saatnya umat Islam juga ada yang berkonsentrasi untuk mengupayakan keadilan sosial dan pemberantasan kemiskinan dengan cara advokasi terhadap kebijakan negara. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan anggaran negara di setiap level dari kabupaten/kota sampai pusat (nasional). Mempengaruhi kebijakan anggaran adalah kerja-kerja yang sangat strategis karena akan berdampak pada sebanyak-banyaknya orang, dana yang dianggarkan mencapai angka di atas 800 trilyun pertahun, dan uangnya jelas-jelas ada, bukan merupakan potensi yang masih perlu digenjot supaya memperoleh besar.

Dalam melaksanakan advokasi kebijakan anggaran, organisasi agama Islam memiliki peran strategis untuk terlibat aktif. Posisinya sebagai lembaga agama memiliki kekuatan pengaruh yang sangat kuat terhadap pemegang kebijakan. Apalagi banyak anggota organisasi agama menjadi bagian dari penentu kebijakan anggaran. Maka, suara atau bahkan instruksi yang dikeluakan oleh organisasi agama diharapkan lebih efektif dalam mempengaruhi agar kebijakan anggaran memiliki keberpihakan terhadap orang miskin.

	Tujuan Pembelajaran


	· Peserta paham  filosofi, kebijakan dan fungsi anggaran (APBN dan APBD).

· Peserta memahami anggaran sebagai alat melawan kemiskinan

· Peserta  mengetahui hak-hak orang  miskin dalam anggaran 

· Peserta memahami pentingnya untuk mempengaruhi siklus anggaran agar dapat pro rakyat miskin


	Sub Pokok Bahasan


	· Filosofi dan fungsi anggaran:

· Hak-hak dasar warga negara, terutama yang miskin dan terlantar, dalam kebijakan

· Peran strategis organisasi Islam dalam mempengaruhi kebijakan anggaran


	Metode


	· Gambar kasus (Realitas kemiskinan, c/: foto-foto , film, berita media)

· Curah pendapat 

· Ceramah

· Tanya Jawab


	Waktu
	180 Menit

	Media


	· LBB 1. Gambar Buruk Pelayanan Publik

· LBB 2. Filosofi Anggaran

· LBB 2. Lembar Diskusi Kelompok 



	Bahan Bacaan
	· Islam dan peran negara

· Islam dalam memecahkan kemiskinan

· Alasan mendorong anggaran pro poor



	Alat dan Bahan
	Kertas plano/flipchart, spidol, isolasi kertas, proyektor/LCD.



	Proses Pembelajaran

	Persiapan


	· Siapkan media pembelajaran LBB 1 sampai LBB 2 untuk ditayangkan dalam LCD

· Gandakan media-media tersebut untuk dibagikan kepada peserta
· 

	Proses Pelatihan


	Pembukaan (5’)

· Sampaikan tujuan  dan cakupan materi sesi ini




	
	· Fasilitator melakukan curah pendapat dengan mengajukan pertanyaan kunci, “Dari mana sumber-sumber pendapatan negara?”  Catat seluruh jawaban peserta pada kertas plano. Tegaskan, seluruh sumber-sumber pendapatan negara bersumber pada rakyat dan seharusnya dibelanjakan sebesar-besarnya untuk rakyat.

· Fasilitator mengajak peserta untuk melihat LBB 1. Gambar potret kemiskinan.

· Fasilitator meminta peserta untuk memberikan komentar/kesan tentang gambar kasus? Tanyakan kenapa hal itu terjadi? Bagaimana kaitannya dengan sumber-sumber pendapatan negara?

· Fasilitator mencatat kata-kata penting yang mengarah untuk menyimpulkan dan menjelaskan setiap pertanyaan. 

· Fasilitator menampilkan LBB 2: 

· Filosofi anggaran

· Prinsip-prinsip anggaran

· Siklus anggaran

· Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan terhadap lembar yang disajikan fasilitator

· Fasilitator mengajak kepada peserta lain untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan antar peserta. Fasilitator juga memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut.

· Fasilitator bertanya kepada peserta apakah orang miskin dan terlantar harus mendapat prioritas dalam alokasi belanja anggaran? Mengapa? 

· Fasilitator membagikan LBB 3. Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Rakyat yang mencakup Hak-hak Dasar Masyarakat menurut konstitusi, SNPK, dan MDGs. Fasilitator meminta peserta untuk membaca lembaran tersebut 5 menit.

· Fasilitator meminta kepada peserta untuk memberikan komentar bagaimana realisasi kebijakan-kebijakan tersebut? Mengapa bisa realitas bisa berbeda dengan kebijakan? 

· Fasilitator mengajak kepada peserta untuk curah pendapat (metaplan) bagaimana organisasi Islam bisa berperan untuk mengatasi rendahnya pemenuhan hak-hak orang miskin melalui kebijakan anggaran.

· Untuk mengakhiri sesi ini fasilitator mengajak peserta untuk mengambil kesimpulan penting 


LBB 1. Gambar Kemiskinan
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Potret Kemiskinan Pada Bidang Pendidikan
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Kemiskinan Diantara Gedung Pencakar Langit
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LBB 2. Filosofi Anggaran
	MENGAPA PERLU ANGGARAN

	· Untuk Menjamin Keberadaan Negara/Daerah.

	· Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk didalamnya adalah pengelolaan kemasyarakatan.


	MENGAPA NEGARA DIPERLUKAN

	· Untuk Menjamin Keteraturan Sosial

	· Menjamin Hak – Hak Rakyat

	· Menyelenggarakan Pelayanan Kepada Masyarakat


	DARI MANA SUMBER – SUMBER ANGGARAN

	1. Pajak
	Dipungut Dari Rakyat

	2. Restribusi
	Dipungut Dari Rakyat

	3. Laba BUMN/D
	Pengelolaannya Dibiayai  oleh Rakyat

	4. Sumber daya Alam
	Milik rakyat

	5. Hutang
	Menjadi Beban rakyat

	6. Hibah
	Karena Ada Kepentingan Rakyat


	UNTUK APA ANGGARAN

Fungsi Anggaran:


	Fungsi Perencanaan
	Pedoman manajemen dalam merencanakan kegiatan

	Fungsi Pengawasan
	Menilai kegiatan apa sesuai dengan yang direncanakan

	Fungsi Distribusi
	Kebijakan anggaran memenuhi rasa keadilan dan kepatutan

	Fungsi Alokasi
	Menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborasan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian


	Fungsi Otorisasi
	Dasar melaksanakan pendapatan dan belanja

	Fungsi Stabilisasi
	memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah


	MAU DIKEMANAKAN ANGGARAN

Di Pengaruhi Oleh:

	Komitmen Moral dan politik
	Pengelola Negara

	Budaya kritis warga
	mempengaruhi kebijakan anggaran

	Prosedur Kelembagaan -> Aturan Hukum
	Peraturan Perundang-undangan    yang Mengatur Pengalokasian Anggaran dan ruang partisipasi warga


	BAGAIMANA PROSES

PENYUSUNAN ANGGARAN

	· Anggaran ouput perencanaan, Harus Terintegrasi

	· Perencanaan tanpa Penganggaran --> Mimpi

	· Penganggaran tanpa Perencanaan --> Pemborosan

	· Perencanaan Penganggaran disusun dengan pendekatan: 
( Politik
( Top Down

( Teknokratis

( Bottom up,  dan

( Partisipatif


Siklus Penganggaran
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LBB 3. Hak-Hak Dasar Rakyat Miskin

( Hak-Hak Dasar Warga yang Dilindungi Konstitusi

	“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” 

(Pembukaan UUD 1945)


(1) Pasal 27 ayat 2 : 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang   layak bagi kemanusiaan”

(2) Pasal 28 H :

· Ayat 1
: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, 

· Ayat 2
: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”,

· Ayat 3
: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan  pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, 

· Ayat 4
: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 

(3)
Pasal 31 ayat 1 : 

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

(4) Pasal 33:


·  Ayat 1
: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

·  Ayat 2
: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

·  Ayat 3
: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

·  Ayat 4
: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

(5) Pasal 34 : 
·  Ayat 1
: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

· Ayat 2
: ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

· Ayat 3
: ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum”.

( The Millennium Development Goal

1. Menghapus kemiskinan akut dan kelaparan

2. Pencapaian Pendidikan Dasar 

3. Memperjuangkan kesetaraan gender dan 

     pemberdayaan perempuan.

4. Pengurangan kematian bayi 

5. Perbaikan Kesehatan Ibu

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya

7. Menjamin keberlangsungan lingkungan

8. Mengembangkan Kemitraan Pembangunan Global

KEMISKINAN

Definisi Kemiskinan 

Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.  Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. 

Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan atas daya rakyat miskin. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin. 

Berdasarkan diagnosis kemiskinan, permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin meliputi:

· Terbatasnya kecukupan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi.

· Terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dasar yang bermutu dan rendahnya status kesehatan

· Rendahnya akses terhadap pendidikan formal dan non formal yang murah dan bermutu.

· Terbatasnya kesempatan kerja dan peluang untuk mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, lemahnya perlindungan kerja bagi pekerja anak dan perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.

· Terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman, dan lemahnya perlindungan atas pemilikan perumahan.

· Rendahnya akses terhadap air bersih dan aman, serta sanitasi.

· Ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian.

· Terbatasnya akses terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, dan rentan terhadap perubahan lingkungan, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, pinggiran hutan, kawasan pesisie dan daerah pertambangan, lingkungan permukiman perkotaan yang buruk dan tidak sehat, rawan banjir dan tercemar.

· Lemahnya jaminan rasa aman dari tindak kekerasan, seperti konflik sosial, ancaman terorisme, dan ancaman non kekerasan seperti perdagangan perempuan dan anak (trafficking), penyebaran penyakit menular, dan peredaran obat-obatan terlarang.

· Rendahnya partisipasi dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi kebijakan dan program pembangunan disebabakan oleh terbatasnya ruang bagi keterlibatan masyarakat miskin.

· Kemiskinan juga ditandai oleh ketimpangan anatar wilayah, antar kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur, dan antara perkotaan dan pedesaan.

· Rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang luas. 

BAHAN BACAAN
Islam dan Peran Negara
Islam tidak menentukan bagaimana bentuk negara yang ideal, demikian pula mekanisme pemilihan kepala pemerintahan. Keempat Khulafaur Rosyidin setelah Nabi Muhammad, mereka menjadi khalifah dengan mekanisme yang berbeda, ada pemilihan seperti Abu Bakar, penunjukan langsung seperti Umar bin Khattab, pemilihan bersyarat seperti Utsman bin Affan, dan aklamasi seperti Ali bin Abi Thalib. Kekhalifahan setelah keempat khalifah tersebut mayoritas menggunakan model keturunan.

Tetapi, Islam memiliki tawaran fundamental bagaimana mestinya sebuah negara diurus. Pertama, pemerintahan harus dijalankan dengan adil untuk kemaslahatan dan memegang teguh amanah rakyat sebagai pemilik sah negara, tanpa membedakan suku bangsa dan keyakinan agamanya . Hal ini berdasar pada firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. al-Nisa: 58)
Ketentuan yang demikian penting juga telah dibakukan dalam Qawa'idul Fiqh yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة 
Artinya : Kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyat haruslah selalu bersumber pada kepentingan mereka (rakyat yang dipimpin). 

سيد القوم خادمهم 

Artinya : Pemimpin adalah pelayan bagi kaumnya.

Islam mengisyaratkan 5 hak dasar manusia yang harus diacu sebagai kepentingan masyarakat (rakyat). Pertama, perlindungan hidup dan keselamatan jiwa-raga (النفس حفظ). Kedua, perlindungan hak meyakini dan menjalankan keyakinan agamanya (حفظ الدين). Ketiga, perlindungan keselamatan, perkembangan dan pendayagunaan akal-budi (حفظ العقل ). Keempat, perlindungan hak atas harta benda atau kekayaan yang diperoleh secara sah (حفظ المال). Dan kelima, perlindungan atas kehormatan dan hak berketurunan (حفظ العرض والنسل). [Al-Ghazali, al-Mustashfa, juz II, hal. 14].

Kedua, negara harus bisa menjadi payung Allah di muka bumi tempat berlindung siapapun orang yang lemah dan tertindas. Hal ini mendasarkan pada Hadits Nabi Muhammad:

السلطان  ظل الله في الارض يأوى اليه كل مظلوم (رواه الترمذى) 
Artinya : kekuasaan (negara) merupakan payung Allah di muka bumi, tempat para orang tertindas berlindung” (HR Tirmidziy) 

Peran negara untuk melindungi yang lemah dari pihak yang kuat ini, juga pernah ditegaskan oleh Khalifah Abu Bakar r.a. dalam pidato pelantikannya: 

الا ان القوي فيكم هو الضعيف عندي حتى ائخذ منه الحق و الضعيف فيكم عندي  هو القوي حتى ائخذ منه الحق 
Artinya : "... Ingatlah bahwasanya rakyat yang kuat di mata kalian adalah lemah di depan saya sehingga aku berani mengambil hak-hak [orang lain, terutama yang lemah] yang ada pada mereka  Sedangkan rakyat lemah di mata kalin adalah kuat di mata berdaya di mata saya sehingga saya harus mengembalikan hak-hak yang sah bagi mereka ..."

Ketiga, untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan melayani rakyat, maka roda pemerintahan harus dijalankan dengan mengedepankan musyawarah. Hal ini seperti dinyatakan oleh Allah sebagai berikut:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)
Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.  Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran: 159)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38)
Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. al-Syûra: 38)

Di dalam musyawarah tentu ada pemimin dan anggota, pemimpin bertindak adil dan siap menerima masukan dari anggota musyawarah bukan menafikannya. Di sini, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, agar pemerintahan bisa benar-benar untuk kepentingan pelayanan masyarakat. 

Keempat, jika pemerintahan telah mencerminkan syarat-syarat di atas, maka kewajiban warga negara adalah mentaati keputusan penyelenggara negara. 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa: 59)

Kelima, Allah memberi kewenangan kepada negara untuk mengelola keuangan zakat dan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak, bagi keperluan kemaslahatan umum terutama orang miskin. 

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104)
Artinya : Tidak tahukah mereka bahwa yang berhak menerima taubat manusia hanyalah Allah semata (bukan para pendeta), demikian pula yang berhak memungut pajaknya. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Taubat: 104) ].
Dan karena Allah tidak memungut shodaqah sendiri, maka (antara lain) pemerintahlah yang diberi wewenang untuk itu: 

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)
Artinya : Ambillah dari harta mereka sedekah untuk mensucikan dan membersihkan mereka, serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. al-Taubat: 103) ].

Keenam, pemerintah dan seluruh perangkat penyelenggara negara berhak mendapat upah dari uang negara disebabkan jerih payahnya mengurus negara. Akan tetapi, jika ia tidak bekerja serius melaksanakan tugasnya, maka ia tidak berhak mendapatkan bayaran tersebut. Imam al-Ghazali menegaskan hal ini dalam Kitab al-Majmu' sebagai berikut:

(فرع) قال الغزالى: مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعرى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال كفايته أ.هـ. (المجموع 9 ص 350).

Artinya : Imam Al Ghazali berkata, "Harta kemaslahatan (umum) tidak boleh digunakan kecuali untuk kemaslahatan umum, atau untuk orang yang membutuhkan tetapi dia tidak bisa bekerja seperti orang yang diserahi urusan yang ada hubunganya dengan kepentingan kaum muslimin yang kalau dia sibuk bekerja untuk dirinya sendiri permasalahan tersebut menjadi terbengkelai, maka dia diperkenankan untuk mendapatkan kebutuhan hidupanya dari Baitul Mal". (Majmu'/IX/Hal. 350)

Jika seseorang menerima tambahan upah, jelasnya berupa hadiah, di luar ketentuan, maka penerimaan hadiah tersebut masuk dalam kategori korupsi yang harus dihindari. Hal ini ditegaskan oleh Hadits Nabi:

اخذ الآمير الهدية سخت وقبول القاضى الرشوة كفر {رواه أحمد }

Artinya : Penerimaan hadiah oleh seorang penguasa adalah bentuk pengambilan barang haram dan peneriamaan suap oleh seorang hakim adalah bentuk kekufuran. (H.R. Ahmad)

Bagaimana Islam Memecahkan Kemiskinan

Dari uraian di atas, Islam menawarkan tiga konsep mengatasi kemiskinan. Pertama, umat Islam diperintahkan untuk bersemangat mencari rizki dari Allah. Menjadi muslim yang kaya bukanlah perbuatan yang nista. Sebaliknya, kepemilikan materi adalah tangga menuju kemuliaan berikutnya karene berkesempatan menjadi pemberi sedekah. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk berpangku tangan atau malas dalam bekerja. Karena kemalasan, tidak produktif, atau apapun yang merendahkan potensi perolehan harta adalah ancaman bagi kemiskinan, yang karena itu berpotensi pula pada lemahnya keberagamaan seseorang. Semangatnya adalah فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا . Tetapi, Islam memberi rambu-rambu agar dalam mencari rizki menggunakan cara yang halal, bukan mencuri, riba, atau korupsi. 

Kedua, jika uang atau materi telah diperoleh, selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, maka bagilah sebagian harta itu untuk orang-orang miskin. Barang atau harta yang dibagi secara etis adalah barang yang berharga, bukan sesuatu yang menurut pemberi sendiri adalah sesuatu yang tidak berguna (bahasa al-Quran: ketika diberi akan memicingkan mata). 

Dalam Islam dikenal konsep zakat dan sedekah sebagai bentuk pemberian sebagian harta kepada faqir miskin dan enam mustahiq yang lain. Zakat berangkat dari asumsi bahwa dalam harta yang kita peroleh ada bagian yang merupakan hak orang-orang miskin. Dari zakat diharapkan akan teratasi kesenjangan ekonomi antar anggota masyarakat. Zakat diharapkan bisa menjadikan berkah harta yang dimiliki orang kaya karena suci dan bersih, sekaligus menjadi cara memberi makan bagi orang-orang miskin. 

Dan ketiga, Islam memberikan landasan fundamental tentang negara yang peruntukannya bagi umat (rakyat) terutama yang miskin. Apapun bentuk pemerintahannya, Islam mengharuskan sebuah negara yang bisa melindungi warga negara, bersikap adil dan memenuhi hak-hak orang miskin dan teraniaya. Dalam sejarah Abu Bakar, beliau juga pernah menggunakan sarana zakat untuk mendapatkan sumber ekonomi pemerintahan untuk kepentingan memecahkan persoalan umat, di antaranya kemiskinan.

Saat ini, pendapatan negara sudah bermacam-macam, selain dari pajak warga negara, ada juga dari pendapatan hasil bumi, dan pinjaman. Dari manapun pendapatan itu diperoleh, semangat zakat harus tetap dipegang, bahwa pembelanjaan (tasarruf) uang negara tersebut harus untuk kepentingan warga, termasuk mengatasi problem kemiskinan.
Mengapa Mendorong Pro Poor Budget 

Ketiga tawaran pemecahan masalah kemiskinan di atas, semua membutuhkan penanganan serius. Hal pertama yang terkait dengan upaya mendorong umat Islam agar menjadi kaya, itu bisa dilaksanakan melalui berbagai forum pengajian dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Tetapi, karena sifatnya yang monumental, tidak setiap waktu terjadi dan jangkauannya yang sempit, maka dibutuhkan tenaga yang ekstra untuk menyebarkan semangat usaha dan ketrampilan. 

Kita menyadari bahwa ini juga memerlukan sumber daya manusia dan modal yang tidak sedikit. Mesti ada banyak orang yang siap menekuni usaha mendorong muslim yang lain agar terus berusaha keras dalam mencari dunia seolah akan hidup selamanya (كانك تعيش ابدا). Tetapi, biasanya kendala yang terbesar adalah modal, baik bagi penyelenggara forum sosialisasi dan training maupun pelaku bisnis buah dari forum-forum tersebut.
Tawaran kedua, mengenai zakat. Sumber-sumber zakat perlu terus digali, agar bisa dimanfaatkan dan disalurkan untuk kepentingan antara lain orang faqir dan miskin. Hasil penelitian yang dilaksanakan UIN Syarif Hidayatullah mengungkapkan bahwa jumlah kedermawanan umat Islam Indonesia mencapai Rp. 19,3 trilyun, dalam bentuk barang Rp. 5,1 trilyun dan uang Rp. 14,2 trilyun. Dari jumlah tersebut, 6,2 trilyun berasal dari zakat fitrah dan 13,1 trilyun berasal dari zakat mal (zakat harta). PIRAC, sebuah lembaga penelitian dan filantropi, juga menunjukkan angka yang hampir sama, ada 20 trilyun potensi zakat umat Islam Indonesia pertahun yang belum terserap. Jika bisa terkumpul, angka ini pasti tidak kecil dan akan berguna banyak.

Sebagai penerima zakat tersebut, masih menurut penelitian UIN Syarif Hidayatullah, sebagian besar zakat fitrah (61 persen) dan zakat mal (93 persen) adalah langsung kepada mustahiq. Badan Amil Zakat (BAZ) milik pemerintah hanya mendapat 5 persen zakat fitrah dan 3 persen zakat mal, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya mendapat 4 persen zakat mal.

Hal ini menyebabkan zakat masih bersifat konsumtif, memberi uang untuk kebutuhan makan sang penerima, terutama faqir dan miskin. Zakat masih belum bisa dikelola untuk kepentingan jangka panjang mustahiq, seperti membangun sarana pelayanan yang memungkinkan roda ekonomi orang miskin berjalan, training yang mendukung ketrampilan, maupun memberi modal pancingan untuk usaha.

Tawaran ketiga dari Islam adalah menggunakan negara sebagai cara untuk memerangi kemiskinan. Dengan prinsip-prinsip bernegara yang sudah dikemukakan di atas, Islam menjamin kemiskinan akan bisa dikurangi melalui instrumen negara. Dan instrumen negara yang disasar terutama adalah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja di tingkat nasional maupun daerah (provinsi/kabupaten-kota).

APBN atau APBD disusun dengan ketetapan angka yang tidak kecil, di tingkat nasional, misalnya tahun 2007, hitungannya mencapai 700 tirlyun. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota mencapai jumlah ratusan milyar sampai mendekati 10 trilyun. Jumlah belanja tersebut dialokasikan ke pos-pos yang sudah disepakati oleh pemerintah (nasional/pusat) dengan DPR (D). Belanja kebutuhan masyarakat diharapkan bisa ditutup melalui ketetapan kebijakan anggaran ini.

Umat Islam saat ini lebih banyak yang berkonsentrasi untuk menangani yang pertama dan kedua, dan terlalu sedikit yang memperhatikan tawaran ketiga. Yang pertama dan kedua memang penting, tetapi hanya bisa dilakukan oleh beberapa tenaga profesional untuk mengelolanya. Dari segi jumlah angka yang diperuntukkan orang miskin, masih sangat kecil. Sebagai contoh, jika ada 20 trilyun potensi zakat umat Islam se-Indonesia, maka 440 kabupaten/kota masing-masing hanya ada 45, 5 milyar rupiah yang terkumpul. Dan itupun masih merupakan potensi.

Sedangkan untuk yang ketiga, jumlah uangnya lebih dari 1.200 trilyun yang dianggarkan untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Angka tersebut bukan potensi, ia riil ada dan selalu dibelanjakan. Mengapa selama ini sedikit orang yang secara sadar berusaha terlibat dalam menentukan ke mana uang tersebut dibelanjakan?

Yang lebih menarik, siapapun dan sebanyak-banyaknya warga negara bisa turut serta dalam mempengaruhi anggaran. Kita semua dari organisasi apapun bisa turut berkecimpung dalam perencanaan, pembahasan, penetapan, sampai pelaksanaan, maka kemungkinan untuk mempengaruhi peruntukan anggaran bisa terjadi. Bukankah jika kita terlibat, maka kita bisa mendorong agar anggaran di tingkat daerah dan nasional sebagian besar bisa untuk orang miskin? Bukan hanya orang miskin yang muslim, tetapi orang miskin dari suku dan keyakinan apapun. Dan dengan demikian fungsi rahmatan li al-'alamin menjadi mungkin terwujud.

Mempengaruhi anggaran level nasional dan lokal di sini, lebih menarik jika kita fokuskan pada upaya mendorong pro poor budget (PPB). Apa itu pro poor budget? Pro Poor Budget memiliki dua sisi, substansi dan proses.
 Dari segi substansi, anggaran yang berpihak pada orang miskin (pro poor) merupakan anggaran yang disusun untuk menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan riil kelompok-kelompok miskin. Anggaran pro poor terfokus pada upaya memberikan pelayanan hak-hak dasar orang miskin.

Dari segi proses, kebijakan anggaran dapat dikatakan pro poor jika perencanaan penganggaran berbasis pada partisipasi terutama oleh orang miskin. Pada proses pelaksanaan, hendaknya juga terkait dengan program-program yang bisa dilaksanakan oleh orang miskin. Program yang terkait dengan infrastruktur dan penguatan kapasitas harus dapat dikerjakan orang miskin sendiri. Dan dalam proses monitoring dan evaluasi (monev), seharusnya juga melibatkan kaum miskin, LSM yang bergerak dan peduli dengan isu pro-poor budget dan stakeholder lain yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan. 

Selain itu, dari segi pendapatan dan belanja pro poor budget menuntut dua persyaratan. Pertama, pemasukan atau pendapatan APBN (D) tidak boleh memberatkan orang miskin atau malah menambah jumlah orang miskin. Ada banyak contoh pendapatan anggaran yang justru mengakibatkan kemiskinan, seperti pemerintah mereka-reka berbagai pajak, mereka-reka berbagai retribusi atau pendapatan-pendapatan lain yang dimaksudkan untuk mengisi pendapatan negara, tapi itu memiskinkan. Termasuk hutang luar negeri, itu adalah memiskinkan. 

Yang kedua, dari segi belanja, ada banyak program yang terkait dengan upaya pelayanan dasar yang bertujuan untuk mengurangi jumlah warga miskin. Jangan sampai ada program yang justru untuk memiskinkan. Sebagai contoh, di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, banyak alokasi anggaran untuk Trantib dengan target penggusuran.

Melalui sikap dan tindakan yang serius para ulama atau organisasi keagamaan dalam setiap tahapan penyusunan sampai pelaksanaan APBN (D) dengan keberpihakan yang jelas terhadap orang miskin, kita bisa banyak berharap akan ada perubahan yang signifikan terhadap keadaan orang miskin. 

Dengan usaha yang kuat untuk mendorong pro poor budget, kita berharap kebijakan negara terhadap orang miskin bukan lagi bersifat karitatif seperti Bantuan Tunai Langsung (BTL) yang tidak membuat orang miskin jadi produktif, penuh konflik kepentingan, tidak tepat sasaran, dan banyak dikorupsi. Atau juga Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sama sekali meringankan beban biaya sekolah, dan tidak mendekatkan orang miskin pada akses pendidikan. Kita mengenal pula Askeskin, tetapi kita mengetahui diskriminasi yang demikian kental dialami orang miskin dalam pelayanan kesehatan.

Dengan mendorong pro poor budget, kita berharap lebih dari semua itu. Kita berharap setidaknya pendidikan dapat lebih mudah diakses oleh orang miskin, demikian pula kesehatan. Secara ekonomi, bagaimana berbagai program yang dituliskan dalam kebijakan anggaran dapat mendorong naiknya pendapatan orang miskin. 

Peran Strategis Organisasi Keagamaan 

Untuk mendorong pemenuhan anggaran (nasional dan lokal) yang berpihak kepada orang miskin, diperlukan keterlibatan sebanyak-banyak anggota masyarakat. Dalam kepentingan demikian, organisasi keagamaan memiliki posisi strategis. Pertama, dari segi jumlah anggota organisasi keagamaan sangat banyak dan tersebar dari tingkat desa sampai nasional. Mereka bisa terlibat dalam setiap level anggaran, dari desa (APB Desa), APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, sampai APBN.

Kedua, banyaknya anggota berarti pula memudahkan bagi tugas untuk menyebar ke setiap tahapan penyusunan, pembahasan, penetapan, dan terutama pelaksanaan apakah sudah memihak kepada orang miskin atau belum.

Ketiga, organisasi keagaam relatif masih dipercaya oleh masyarakat, bahwa keberadaan dan perjuangannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Dalam kapasitas ini, organisasi keagamaan juga sekaligus bisa mengajak sebanyak-banyaknya lembaga masyarakat untuk terlibat dalam kerja-kerja pembelaan anggaran agar pro poor. 

Keempat, organisasi keagamaan juga relatif diterima oleh eksekutif dan legislatif. Posisi ini perlu dimanfaatkan untuk mendapatkan dokumen selengkapnya yang sedang dalam proses penyusunan, pembahasan, sampai penetapan. Selama ini banyak kerja LSM kurang berhasil karena persoalan data yang sulit diakses. Banyak organisasi agama yang memiliki kader yang duduk di kedua posisi eksekutif dan legislatif, diharapkan mereka akan mensuplai data dengan baik.

Dan kelima, organisasi keagamaan diharapkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan sampai penetapan kebijakan anggaran. Posisi organisasi keagamaan yang kritis dan bersedia bekerja mempengaruhi anggaran, diharapkan pula bisa mengubah alokasi dana yang selama ini lebih banyak diperuntukkan kalangan birokrasi, bisa direalokasi untuk kepentiangan masyarakat umum utamanya yang miskin.

Wujud keterlibatan organisasi keagamaan bisa bermacam-macam. Antara lain, pertama, menginstruksikan kepada seluruh kadernya agar terlibat dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa sampai kabupaten/ kota. Musrenbang adalah forum pertemuan masyarakat untuk mengusulkan apa program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Diharapkan sebanyak-banyaknya anggota organisasi keagamaan bisa mempengaruhi usulan agar usulan kegiatan atau program benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat terutama yang miskin.

Kedua, pada level struktural organisasi keagamaan mesti secara aktif kontak dengan pemerinah dan legislatif untuk mendapatkan dokumen-dokumen penganggaran. begitu pula aktif memberikan usulan program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin. 

Ketiga, organisasi keagamaan juga perlu memberikan sikap yang tegas terhadap rencana APBN (D) yang masih dalam proses pembahasan maupun yang sudah ditetapkan menjadi APBN (D). Apakah organisasi keagamaan tersebut setuju ataukah tidak terhadap beberapa alokasi anggaran yang sudah dituliskan oleh pemerintah dengan parlemen. Beberapa organisasi keagamaan ada yang sudah melaksanakan tugas tersebut dengan melakukan kajian atau analisis kritis terhadap RAPBD/RAPBN dan menyatakan sikap dan usulan.

Keempat, menggalang koalisi dengan kelompok atau organisasi masyarakat yang lain (juga lintas agama) untuk bersama-sama mendorong anggaran negara yang berpihak kepad orang miskin. Dalam koalisi ini, organisasi keagamaan dan lembaga lain dapat bekerjasama dan berbagi kerja siapa melakukan apa.

Setidaknya keempat hal di atas merupakan tindakan strategis yang bisa dilakukan organisasi keagamaan untuk mendorong pro poor budget. Tugas tersebut demikian mulia sebagai salah satu cara untuk melaksanakan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyi 'an al-munkar yang diperintahkan agama.

Rasulullah bersabda: 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه فذالك اضعف الايمان {رواه البخارى ومسلم }
Artinya : Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangan; jika tidak mampu, dengan lisan; jika tidak juga mampu, dengan hati. Posisi akhir itulah selemah-lemah iman (HR. Bukhari Muslim)].

Akhirnya, kita harus bersungguh-sungguh memperjuangkan anggaran negara agar berpihak kepada orang miskin. Karena hanya dengan sungguh-sungguh kita akan diberi petunjuk oleh Allah jalan yang mesti kita tempuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-'Ankabut: 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
Dengan niat yang tertata sejak awal dan tindakan yang jelas dan konsisten, kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan kemisknan bisa dikurangi. Lebih khusus kita berharap sebanyak-banyaknya orang muslim kian sentosa, agar bisa menjalankan ibadah lebih khusyu'. Wallahu a'lamu bishshowab.
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� Diambil dari SNPK	


� Pandangan mengenai pro poor budget ini merupakan kesimpulan dari wawancara dengan beberapa aktivis LSM dan akademisi yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa, periode Akhir Maret – Akhir Juni 2007.
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